KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA PROGRAM

Project Management Unit (PMU)

WORLD BAKK

WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP)
UNDER IBRD LOAN NO. 8043-ID

Todonesi, Samater (Lampung, Beogia, Wes) Scotees, aed Wocth Somtvra) | + -

", g SUMATERA

TECHNICAL ASSISTANCE FOR SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT UNIT
CORE TEAM CONSULTANTS (CTC)

ADDITIONAL LARAP
Sub-project Sp Rampa — Poriaha (Package No. 5)
In North Sumatera Province

December 2015

PT. PERENTJANA DJAJA b YONGMA ENGINEERING Co.LTD.

EZ  pPr.EPADASCON PERMATA




LARAP Ruas Jalan Sp Rampa — Poriaha {Tarmbahan) di Provinsi Sumatera Utara

DAFTARISI

Halaman

Daftarisi i
Daftar Gambar ii
DaftarTabel ii
A. Deskripsi Proyek e, 1
B. Inventarisasi Aset Terkena 3
C. Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali oo, 5
D. Konsultasi dengan Warga Terkena Proyek 7
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan 8
F. Monitoring dan Pelaporan C reseeeereeenas 9
G.Jadwal dan Pembiayaan e 10
Lampiran :

Lampiran 1: Gambar Situasi Lahan Yang Terkena Trase Jalan Rencana

tampiran 2: Data Pengadaan Tanah (Tambahan) pada Ruas Jalan Sp Rampa - Poriaha

Lampiran 3: Biagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan

Lampiran 4: Form Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP




LARAP Ruas Jalan S5p Rampa — Poriaha {Tambahan) di Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.

Gambar 2.
Gambar 3.

Tabel 1.

Tabel 2.

DAFTAR GAMBAR

Peta Lokasi Ruas Jalan Sp Rampa - Poriaha di Kab
Tapanuli Tengah

Peta Jaringan Jalan di Kab Tapanuli Tengah

Contoh Segmen Ruas Jalan Sp Rampa — Poriaha Yang
Memerlukan Pengadaan Tanah Tambahan

DAFTAR TABEL

Ringkasan Data Pengadaan Tanah (Tambahan) pada
Ruas Jalan Sp Rampa - Poriaha
Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali Peningkatan Jalan Sp Rampa - Poriaha di
Kab. Tapanuli Tengah

Halaman

Halaman

16




LARAP (Tambahan) Ruas Jalan Sp Rampa — Poriaha di Provinsi Surnatera Utara

DESKRIPSI PROYEK

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Marga - Kgmenterian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat memprogramkan pekerjaan peningkatan kapasitas jalan nasional
(pelebaran) Ruas Jalan Sp. Rampa — Poriaha yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah di
Provinsi Sumatera Utara. Pembiayaan untuk pelaksanaan konstruksi proyek ini berasal dari
pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) melalui program Western Indonesia National Road

Improvement Project (WINRIP).

Gambar 1. Peta Lokast Ruas Jalan Sp Rampa — Poriaha di Kab Tapanuli Tengah

RUAS JALAN RAMPA - PORIAHA

::::::

JALAN lﬁm*‘-‘“—
RUAS SIBOLGA . HATAS TAPSEL

Lokasi ruas jalan Sp Rampa - Poriaha melalui 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan
Tapian Nauli (Desa Tapian Nauli 3 dan Tapian Nauli 4} dan Kecamatan Sitahuis (Desa Sibunga-
bunga) — Kabupaten Tapanuli Tengah — Provinsi Sumatera Utara. Ruas jalan Sp Rampa — Poriaha
ini merupakan jalan alternatif koridor lintas barat sumatera yang menghubungkan
Sibolga/Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Tapanuli Utara - Provinsi Sumatera
Utara. Saat ini koridor lintas barat antara kedua wilayah tersebut melalui bagian jalan
terowongan {batu lobang) dengan vertical clearance kurang dari 5,1 m dan hanya memiliki satu

tajur.

Panjang penanganan pekerjaan peningkatan jalan Sp Rampa - Poriaha adalah 9,70 Km (KM 8+
200 - KM 17+300) dari Kota Sibolga.
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Gambar 2. Peta Jaringan lalan di Kabupaten Tapanuli Tengah
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Pada awalnya proyek peningkatan ruas jalan Sp Rampa — Poriaha telah disusun Dokumen LARAP
dengan jumlah warga terkena hanya 1 (satu) KK sebagai pemilik bangunan tempat usaha.
Dokumen LARAP Sp Rampa — Poriaha tersebut sudah disampaikan ke Bank Dunia dan telah

memperoleh persetujuan Bank Dunia.

Pada waktu menjelang pelaksanaan konstruksi diketahui bahwa Proyek perlu membebaskan
lahan dan aset tambahan di beberapa lokasi pekerjaan galian dan timbunan ruas jalan Sp Rampa
— Poriaha di luar ruang milik jalan (Rumija) sesuai kebutuhan desain terutama kepentingan
stabilitas lereng. Pada Gambar 3 berikut ini disajikan contoh penampang memanjang di segmen
tertentu ruas jalan Sp Rampa — Poriaha yang menunjukkan perlunya kegiatan pengadaan tanah

tambahan, dan selengkapnya disajikan pada LAMPIRAN 1.

Sesuai Aide Memoire November 18, 2015 No 13, maka untuk pembebasan lahan tambahan
tersebut Direktorat jenderal Bina Marga menyiapkan Dokumen LARAP Tambahan (Additional
LARAP) Sp Rampa — Pariaha mengikuti ketentuan di dalam LARF-WINRIP.
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B.1.

INVENTARISASI ASET TERKENA DAN SURVAI SOSIAL EKONOMI

Inventarisasi Aset Terkena

Inventarisasi jumlah warga terkena proyek (WTP) dan aset yang terkena sesuai kebutuhan
desain (stabilitas lereng/timbunan) telah dilaksanakan selama bulan September — November
2015. Tanggal ini menjadi batas penentuan (cut off date) data warga yang terkena proyek yang
berhak mendapatkan kompensasi/ganti kerugian. Apabila terdapat jarak waktu yang lama
antara persetujuan LARAP dengan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, Tim/Pelaksana
Pengadaan Tanah dari Satker PJN Il Sumatera Utara akan melakukan verifikasi kembali atas data

iumlah WTP dan aset terkena tersebut.

Dari hasil inventarisasi tersebut di atas menunjukkan bahwa aset milik warga masyarakat yang
terkena proyek terdiri dari beberapa jenis tanaman tahunan dan bagian bangunan. Aset milik
warga masyarakat tersebut berada pada lahan denhgan status lahan Hutan Produksi Terbatas
(HPT). Sebagian besar jenis tanaman tahunan yang terkena proyek adalah karet, kelapa sawit
dengan kategori tanaman menghasilkan {TM) dan jenis tanaman tahunan lainnya seperti pohon

jengkol, pinang, durian yang berada di lahan garapan warga masyarakat.

Berdasarkan hasil inventarisasi tanah dan aset terkena yang dilaksanakan pada September —
November 2015 adalah tanah negara terkena (HPT): 142.847 m? bangunan rumah terkena
sebagian: 55 m? /4 unit, jumlah tanaman: 7.724 batang seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Data Pengadaan Tanah (Tambahan) pada Ruas Jalan Sp Rampa — Poriaha

No. Uraian Aset Terkena Satuan/Unit Jumlah
Jumiah Warga Terkena Proyek KK 71
L Tanah: i
1. Tanah Negara (Hutan Produksi Terbatas) *) M? 142,847
I Jumlah Bangunan Terkena: ‘
1. Bangunan rumah kayu terkena sebagian M*/unit 55/4
. Tanaman Terkena:
1. Durian Btg 172
2, Karet Btg 7.052
3. Sawit Btg 129
4, Jengkol Btg 48
5. Pinang Bte 52
6. Buah-buahan Btg 155
7. Aren Btg 37
8, Kelapa Btg 44

Keterangan: *): tanah negara (HPT) diokupasi dan diklaim oleh warga masyarakat
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B.2.

Secara rinci data pengadaan tanah (tambahan) dalam rangka penyusunan Dokumen LARAP

Tambahan Ruas Jalan Sp Rampa - Poriaha, dapat dilihat pada LAMPIRAN 2.

Data pengadaan/pembebasan tanah dan aset terkena tambahan tersebut di atas merupakan
hasil yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah Satker PIN 1! Sumatera Utara, Tim DSC-WINRIP,
Tim CTC-WINRIP dibantu oleh Pihak Kontraktor.

Kondisi Sostal Ekonomi Warga Terkena Proyek

Berikut ini disajikan hasil survai sosial ekonomi yang telah dilakukan terhadap 71 warga terkena

proyek peningkatan ruas jalan Sp Rampa - Poriaha.

B.2.1 ldentitas WTP

Seluruh warga terkena proyek (WTP) adalah asli penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah -

Provinsi Sumatera Utara.

a. Usia WTP

Usia Responden

5%

& <25 Thn
¥25 Thn - 40 Thn
#® 41 Thn - 55 Thn
®>55 Thn

Dilihat dari usia WTP, sebagian besar WTP telah berusia di atas 25 tahun, dengan distribusi 42%
termasuk kelompok umur 41 — 55 tahun, 31% termasuk kelompok umur 25 — 40 tahun, 22%
termasuk kelompok umur di atas 55 tahun, dan sisanya 5% termasuk kelompok umur <25

tahun.
b. Anggota Keluarga

Dari gambar bérikuf memperlihatkan bahwa sebagian besar WTP {42%) memiliki anggota
keluarga 4 orang, disusul kemudian WTP (33%) memiliki anggota keluarga kurang dari 4 orang,

dan 25% memiliki anggota keluarga lebih dari 4 orang.
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¢. Lama Tinggal

Dari gambar tersebut sebagian besar (64% WTP) telah mengokupasi tanah negara hutan
produksi terbatas (HPT) di sepanjang trase jalan Sp Rampa — Poriaha untuk usaha berkebun
tanaman tahunan telah lebih dari 20 tahun, 25% telah mengokupasi antara 10 — 20 tahun, dan
11% sisanya tetah mengokupasi kurang dari 10 tahun. Hal ini merupakan salah satu indikasi

adanya tingkat keterikatan dan interaksi WTP dengan sumberdaya alam (lahan) telah cukup

intensif.

Anggota Keluarga

<4 orang
7i4 orang
& >4 orang
Lama Okupasi Lahan
11%
m< 10 tahun

110 - 20 tahun

&> 20 tahun

d. Pendidikan WTP

Dilihat dari tingkat pendidikan WTP, ternyata sebagian telah menamatkan SLP, dengan distribusi
36% WTP tamat SLA, 33% tamat SLP, 17% tamat 5D, 11% tamat SLA ke atas dan 3% tidak tamat

SD.




LARAP {Tambahan) Ruas Jalan Sp Rampa ~ Poriaha di Provinsi Sumatera Utara

Pendidikan Responden

11% 3% ‘
M Tidak tamat D

i Tamat SD
% Tamat SLP
M Tamat SLA
> SLA

e. Pekerjaan WTP

Pekerjaan Utama WTP

3%

W Swasta

£ Petani

# Pedagang
W PNS

Pekerjaan utama atau matapencaharian WTP, sebagian besar sebagai petani {64%) dan disusul

dengan swasta (19%), pedagang (14%), dan terakhir sebagai PNS (3%).

B.2.2 Kondisi Sosiaf Ekonomi WTP

a. Pendapatan WTP

Pendapatan Responden {Rp/Bin)

6% 5% m<1,5juta
#1,5-2,5]juta

®25-35]juta
H3,5-4,5juta
®|4,5-55]juta
54> 5,5 juta |
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Dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 4 orang, maka dari gambar diatas menunjukkan
bahwa terdapat 5% WTP termasuk kategori berpendapatan rendah dengan tingkat pendapatan
kurang Rp 1.500.000 per KK per bulan, dan 42% WTP termasuk kategori berpendapatan nyaris
cukup, yakni dengan pendapatan antara Rp 1.500.000 — Rp 3.500.000,- per KK per bulan,
sedangkan lainnya (53%) termasuk kategori cukup dengan pendapatan di atas Rp 3.500.000,-
per KK per bulan.

b. Status Penguasaan Lahan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa status lahan yang digunakan oleh warga
masyarakat untuk berkebun tanaman tahunan atau penggunaan lain di sekitar trase jalan Sp
Rampa — Poriaha adalah tanah negara. Tanah negara ini dikuasai oleh Kementerian Kehutanan

Republik Indonesia sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Dari hasil survai sosial ekonomi yang dilakukan menunjukkan tak satupun warga masyarakat
yang berkebun pada tanah negara tersebut mempunyai dokumen kepemilikan atau penguasaan
{surat tanah) atas lahan. Sampai dengan saat survai dilakukan (akhir November 2015), warga
masyarakat tersebut juga belum pernah mengajukan izin menggunakan tanah negara kepada
pihak yang berwenang (Kementerian Kehutanan Rl atau Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten),
sehingga tidak ada status pelimpahan penguasaan tanah negara dari Kementarian Kehutanan
(saat ini Kehutanan dan Lingkungan Hidup) kepada warga masyarakat. Dengan demikian secara
yuridis keberadaan warga masyarakat tersebut hanya sebagai okupan atas tanah negara vang
memanfaatkan untuk usaha berkebun, walaupun secara faktual fisik pemanfaatan tanah negara
oleh warga masyarakat ini telah berlangsung puluhan tahun bahkan berlangsung turun

temurun.

Batas bidang penguasaan (okupasi) lahan antar warga masyarakat dalam melakukan
pemanfaatan lahan untuk kegiatan berkebun di sepanjang ruas jalan Sp Rampa — Poriaha
sebagian besar didasarkan atas warisan batas penguasaan {ahan dari leluhur {orang tua),
sebagian merupakan hasil jerih payah sendiri membuka hutan tanah negara tersebut untuk
areal berkebun, dan sebagian lainnya didapatkan secara jual beli di bawah tangan dengan pihak

yang menghaki lahan sebelumnya.
¢. Jenis Tanaman dan Bangunan

Jenis tanaman yang diusahakan oleh warga masyarakat di tanah negara ini adalah tanaman
karet {7.052 batang), durian (172 batang), buah-buahan (155 batang), dan kelapa sawit {129
batang), pinang (52 batang), jengkol {48 batang), kelapa (44 batang), dan aren (37 batang).
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B.2.3

8,000 7,052

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000 172 42 7) 155 37 a4

. A v oy & o o
Durian  Karet Sawit  Jengkol Pinang  Buah Aren - Kelapa
#Jumiah Tanaman

Selain itu, hasil inventarisasi bangunan yang terkena sebanyak 4 unit bangunan rumah terkena
sebagian dengan total luas terkena 35M°. Kondisi ke empat bangunan rumah tersebut adalah

semi permanen. Bagian bangunan rumah yang terkena adatah bangunan teras.

Persepsi Warga Terkena Proyek

Seluruh warga masyarakat yang menguasai (menghaki) tanah negara (HPT) untuk berkebun di
sepanjang jalan Sp Rampa — Poriaha ini pada dasarnya sangat menyetujui terhadap rencana
peningkatan jalan tersebut karena berharap dapat memperlancaf pemasaran hasil produksi
pertanian mereka ke pasar, sekaligus dapat menekan biaya transportasi angkutan barang
produksi dan penumpang menuju ke kota sekitarnya. Disamping itu warga masyarakat
menyadari sepenuhnya bahwa mereka tidak mempunyai dokumen penguasaan atas tanah
negara untuk berkebun ini, tetapi berharap pemerintah memahanﬁ bahwa lahan yang merasa
dikuasai ini sudah berlangsung turun temurun. Berikut ini persepsi:warga masyarakat terhadap
ganti kerugian untuk tanah, bangunan dan tanaman terkena peningkatan jalan Sp Rampa —

Poriaha.
a. Persepsi WTP atas ganti kerugian lahan {negara) terkena

Dari gambar berikut menunjukkan bahwa sebagian besar (78%) warga masyarakat berharap ada
kebijakan ganti kerugian atas tanah, 17% warga minta ganti kerugian sesuai hasil kesepakatan
antara mereka dengan pihak pemerintah, dan 5% warga minta ganti kerugian sesuai harga

pasaran.
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Ganti kerugian atas lahan terkena:

5%

=& Sesuai harga
pasaran

it Sesuai
kesepakatan

® Ada kebijakan
ganti kerugian

b. Persepsi WTP atas ganti kerugian bangunan dan tanaman terkena

Dari gambar berikut menunjukkan bahwa sebagian besar (70%) warga minta ganti kerugian atas
bangunan dan tanaman terkena sesui harga pasaran, 22% warga minta ganti kerugian sesuai
hasil kesepakatan antara mereka dengan pihak pemerintah, dan 8% warga meminta ada

kebijakan ganti kerugian.

Ganti kerugian atas bangunan dan
tanaman terkena:

8%

® Sesuzi harga
pasaran

i Sesuai
kesepakatan

# Ada kebijakan
ganti kerugian

C.  KEBIIAKAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI
Dari data inventarisasi tanah terkena menunjukkan bahwa luas pengadaan tanah (tambahan)
adalah 142.847,08 M? (14,28 hektar). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indenesia Nemer;: SK:579/Menhut-11/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara

bahwa lokasi sekitar Ruas Jalan Simpang Rampa — Poriaha adalah Hutan Produksi Terbatas

(HPT).

Berdasarkan Permenhut Nomor: P.16/Menhut-il/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan
Hutan bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan

hutan (pasal 6 ayat (1). Sementara itu menurut data vang tersedia, Provinsi Sumatera Utara

11
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saat ini masih memiliki luas kawasan hutan di atas 30% dari Juas lahan Daerah Aliran Sungai
(DAS). Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) poin b.1 ditentukan bahwa izin pinjam pakai kawasan
hutan untuk penggunaan non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30%
dari luas daerah aliran sungai, puiau, dan/atau provinsi dikenakan kompensasi membayar
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan
penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1 : 1. Sementara itu
menurut PP No 33 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) bahwa penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat non komersial {jalan

umum) dikenakan tarif PNBP sebesar Rp 0,00 {nol rupiah).

Mengacu pada peraturan tersebut di atas, dan ketentuan di dalam LARPF — WINRIP, maka
kebijakan pengadaan tanah (tambahan) peningkatan ruas jalan Simpang Rampa — Poriaha ini

adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka penggunaan kawasan hutan untuk kebutuhan proyek peningkatan jalan
Simpang Rampa — Poriaha, Bupati Tapanuli Tengah akan mengajukan permohonan izin
pinjam pakai kawasan hutan kepada Mentari Kehitanan.

2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (c/q Dinas Kehutanan) akan melakukan

penanaman pohon hutan dalam rangka rehabilitasi DAS dengan ratio 1 : 1 (DAS seluas

14 Ha).

3. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak akan memberikan kompensasi/ganti
kerugian kepada warga masyarakat yang menghaki/mengklaim tanah negara (Hutan
Produksi Terbatas) terkena proyek untuk berkebun atau penggunaan lainnya tanpa

dapat menunjukkan bukti dokumen penguasaan atas tanah negara tersebut

4. Kompensasi/ganti kerugian atas bangunan terkena disesuaikan dengan jenis bangunan
dan harga pasar material bangunan setempat yang pembuatannya memerlukan biaya
atau investasi. Nilai kompensasi bangunan terkena proyek tidak ada penyusutan.
Penetapan besaran kompensasi atas bangunan terkena proyek dilakukan berdasarkan
hasil kesepakatan musyawarah antara WTP dan Pemerintah dengan mengacu hasil dari

Tim Peniiai.

5. Besaran kompensasi/ganti kerugian atas tanaman terkena ditaksir berdasarkan jenis dan

produktivitas tanaman, dengan mengacu hasil dari Tim Penilai.
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D.  KONSULTASI DENGAN WARGA TERKENA PROYEK

Pihak Pemerintah Daerah/Tim Pengadaan Tanah akan melakukan serangkaian sosialisasi untuk
menjelaskan dampak positif dan negatif dari rercana kegiatan petgadaan tanah tambahan
kepada sekitar 71 warga yang menghaki tanah negara (HPT) untuk usaha berkebun atau
penggunaan lainnya pada ruas jalan Sp Rampa — Poriaha serta menjelaskan tentang tahapan-
tahapan dalam pengadaan tanah ini. Jadwal rencana kegiatan sosialisasi dan konsultasi dengan
seluruh WTP pada setiap tahapan pengadaan tanah akan diatur pelaksanaannya oleh Tim

Pengadaan Tanah.

Dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi rencana pengadaan tanah tersebut akan
diinformasikan mengenai jadwal pelaksanaan pengukuran dan perhitungan asset terkena di
lapangan, musyawarah penetapan kesepakatan ganti kerugian, pembayaran ganti rugi, dan
pelepasan hak. Pihak Pemerintah Daerah / Tim Pengadaan Tanah akan melakukan musyawarah
lanjutan dengan WTP bila belum ditemukan kesepakatan harga dan akan dilakukan sampai
beberapa kali sampai ditemukan kesepakatan. Pemerintah Daeraﬁ akan mensosialisasikan juga
mekanisme penyampaian keluhan berdasarkan Bagan Alir Mekanisme Penyampaian Keluhan

(LAMPIRAN 3).

Disamping itu, Pemerintah Daerah /Tim Pengadaan Tanah akan mengumumkan secara terbuka
dan transparan mengenai hasil inventarisasi aset terkena proyek pada Papan Pengumuman di
Kantor Desa atau tempat lain. Tujuan dari pemasangan pengumuman tersebut adalah agar
warga masyarakat mengetahui tentang rencana pembebasan tanah tambahan ruas jalan Sp
Rampa — Poriaha, terutama berkaitan dengan informasi tentang aset milik siapa yang akan

terkena proyek tersebut.

E. TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

Setiap program kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah akan
dilaksanakan oleh institusi/lembaga vyang ditetapkan sebagai benanggung jawab program
kegiatan tersebut. Bupati Tapanuli Tengah sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengadaan
tanah tambahan ini akan membentuk dan menetapkan Tim Pengadaan Tanah. Unsur dari Tim
Pengadaan Tanah meliputi petugas dari Bagian Pemerintahan, Dinas PU Kabupaten, petugas

dari Kantor Pertanahan Nasional {(BPN), Camat dan Kepala Desa di lokasi aset terkena proyek.
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Tugas dan fungsi Tim Pengadaan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset lain yang akan

terkena;

[

Melaksanakan sosialisasi kepada warga terkena proyek (WTP) mengenai rencana, tujuan

manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang timbul dari proyek yang akan

dilaksanakan;

3. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;

4. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP mengenai besaran
kompensasi yang mengacu pada hasil dari Tim Penilai;

5. Melaksanakan pembayaran kompensasi atas aset terkena;

6. Memantau pelaksanakan kegiatan pemindahan/mundur atas bangunan terkena sebagian;

7. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian
dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya dipublikasikan;

8. Membuat laporan pelaksanaan LARAP setiap akhir bulan selama rentang masa kerjanya;

9. Menyerahkan laporan pelaksanaan LARAP kepada Bupati Tapanuli Tengah, Tim

Monitoring, dan PMU-WINRIP.

WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah tambahan ini, dapat
mengajukan keluhan, keberatan atau usulan kepada Bupati Tapanuli Tengah sebagai
penanggung jawab program. Keluhan, keberatan dan usulan tersebut dapat disampaikan secara
langsung atau melalui surat-menyurat ke alamat Kantor Bupati Tapanuli Tengah. Masyarakat
juga dapat mengajukan keluhannya kepada PMU-WINRIP yang beralamat di Kementerian
Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lt. 5 JI. Patimura No 20, Jakarta, Telepon (021) 7243473.

Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap pelaksanaan LARAP

diproses melalui tahapan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Pemerintah
Daerah dan PMU-WINRIP melalui Sekretariat Daerah, Bappeda Tapanuli Tengah dan Tim
Monitoring untuk melakukan penelitian;

2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada warga terkena proyek
(WTP) paling lambat dalaim jangka wakti 12 haii untuk kemudian dimusyawarahikan déngan
WTP untuk diupayakan pemecahanannya berdasarkan prinsip wih-win solution;

3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan, dan usulan akan

didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat;
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4. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam mengakses informasi
tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang pubiik yang tersedia seperti papan

pengumuman di kantor proyek, kantor pemda, dan kantor desa;

Mekanisme penyampaian keluhan dapat dilihat pada LAMPIRAN 3.

F. MONITORING DAN PELAPORAN

Tim Monitoring dibentuk oleh Bupati Tapanuli Tengah pada saat menjelang pelaksanaan LARAP
Tambahan akan dimulai. Tim ini keanggotaannya akan terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten
(BAPPEDA), Dinas PU Kabupaten atau unsur masyarakat (WTP}. Kegiatan Monitoring dilakukan
dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan program pengadaan tanah (tambahan) agar

dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan Keluaran yang diharapkan.

PMU/CTC-WINRIP akan melakukan monitoring pelaksanaan LARAP Tambahan ini berdasarkan

laporan dari Tim Monitoring dari Pemda dengan melibatkan perwakilan warga terkena proyek.

Tugas Tim Monitoring adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam
rencana kerja (action plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsuitasi masyarakat, dan
petaksanaan pengadaan tanah. |

2. Melakukan koordinasi dengan Pihak Pemda untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala
vang dihadapi beserta upaya penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan
penyelesaian keluhan / keberatan dari WTP.

3. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan
Formulir Monitoring (LAMPIRAN 4) dan disampaikan kepada PMU-WINRIP dengan tembusan
kepada Bupati Tapanuli Tengah, dan Unit Sosial Safeguard Bank Dunia - Fax. 021-52999911.

G. JADWAL DAN PEMBIAYAAN
Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah (tambahan) ini akan dilaksanakan pada Tahun
2015/2016 dan dibiayai melalui DIPA Satker PJN Il Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015/2016
dan DIPA APBD Kab Tapanuli Tengah TA 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
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